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Menuju 2014: Analisa SWOT Indonesia 

Strength Weakness 

Opportunities Threat 

 Populasi Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa 
dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat  
merupakan potensi pasar domestik yang sangat tinggi. 

 Perekonomian Indonesia relatif stabil walaupun 
ditengah guncangan ekonomi global. 

 Praktik demokrasi di Indonesia sudah relatif kondusif. 
 Kinerja perbankan relatif solid. Bank-bank besar di 

Indonesia dinilai resilient terhadap guncangan 
ekonomi global. 

 Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan berlanjut di 
2014, akibat masih lemahnya ekspor dan tingginya 
impor, terutama impor migas. 

 Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Isu 
ini berpotensi dipolitisir menjelang pemilu 2014 yang 
bisa memanaskan suasana. 

 Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap 
komoditas menyebabkan gejolak pada harga komoditas 
global berpengaruh signifikan pada kinerja ekspor dan 
pertumbuhan ekonomi. 

 Kegiatan pra-pemilu dan pemilu di 2014 diprediksi akan 
meningkatkan aktivitas ekonomi domestik. Menurut analisa 
berbagai ahli, pemilu berpotensi meningkatkan dana berputar 
di masyarakat hingga Rp.50 Triliun untuk berbagai kegiatan 
termasuk pengembangan infrastruktur. Pemilu diperkirakan 
akan menyumbang 0,2%bagi pertumbuhan ekonomi (Bank 
Indonesia).  

 Tekanan inflasi di 2013 diperkirakan sudah mereda di 2014. 
Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. 

 Dengan imbal hasil yang tinggi serta pasar yang besar, 
Indonesia masih dilihat sebagai tujuan investasi yang menarik 
di mata investor. 

 Harga komoditas dunia diperkirakan akan berangsur semakin 
membaik di 2014. 

 Terdapat potensi aliran dana masuk ke negara-negara 
berkembang bila stimulus keuangan Jepang berlanjut. 

 Ketidakpastian menjelang pemilu tinggi. Hal ini 
akan mendorong investor untuk mengerem laju 
investasi, baik investasi langsung PMA/ PMDN, 
serta investasi portofolio (wait and see). 

 Walaupun potensi terjadinya kerusuhan politik 
relatif rendah, namun potensi itu tetap ada. 

 Potensi aliran dana keluar (hot money capital 
outflow) akibat tapering off stimulus keuangan AS 
tetap ada di 2014 (sekitar akhir kuartal I-2014). 

 Meningkatnya harga berbagai komponen dasar 
industri (tarif dasar listrik, UMP/UMK) berpotensi 
melemahkan minat investasi ke Indonesia. 
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 Ekonomi nasional masih bertumpu pada 

konsumsi rumah tangga ditengah-tengah 

lonjakan inflasi. 

 Konsumsi pemerintah tidak bergerak 

banyak karena tersandera realisasinya 

 Investasi akan cenderung melambat 

karena munculnya risiko-risiko di sektor 

ekstenal maupun buruknya iklim investasi 

 Ekspor sedikit membaik (terutama ke USA 

dan Eropa) yang diharapkan bergerak ke 

negara-negara lainnya terutama ASEAN, 

China, Jepang, dan India 

 Impor masih tinggi namun berepotensi 

menurun jika nilai tukar tidak kunjung 

menguat. 

 Dari lapangan usaha, pertumbuhan sektor 

nontradable masih mendominasi.  
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a. Pendapatan negara 

ditetapkan Rp1.662,5 

triliun. Penerimaan 

perpajakan masih 

mendominasi sekitar 

Rp1.310.2 triliun.  

Penerimaan 

perpanjakan 

internasional 

diperkirakan 

menurun karena 

perlambatan ekspor 

yang terus terjadi 

b. Belanja negara 

direncanakan 

Rp1.816,7 triliun 

sehingga defisit 

Rp154,2 triliun (1,49% 

dari PDB)  

7 



Belanja pegawai justru naik lebih kencang pada RAPBN 2014 mencapai 
18,76 persen. Belanja modal hanya naik 6,85 persen. 
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Perbaikan Daya Saing 

Indonesia 
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Peranan Sektor Energi terhadap Perekonomian 

PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI 

SEKTOR 
ENERGI 

PENGGERAK 
PERTUMBUHAN 

SUMBER 
PENDAPATAN 

NEGARA 

SUMBER ENERGI 
DAN BAHAN 

BAKU INDUSTRI 

MENCIPTAKAN 
EFEK BERANTAI 

Pendekatan masa lalu : 
Memaksimalkan pendapatan negara 

Pendekatan saat ini: 
Kesejahteraan rakyat 

(Pro Poor - Pro Job - Pro Growth)  
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Sebagian besar permintaan energi 
bersumber dari transportasi lokal 
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Sepanjang 2009-2035 
pertumbuhan permintaan 
listrik Indonesia adalah 5,5 
persen; level tertinggi 
setelah Vietnam 6,4 persen.  
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Rasio elektrisiti Indonesia terendah 
dibanding negara lain hanya 67,2 persen. 
Negara-negara yang memilik 100 persen 
rasio eletrisiti adalah Australia, Canada, 
Hongkong, Jepang, Korea, New Zealand, 
Rusia, Singapura, Taipe dan US.  
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 Terhadap PDB, subsidi energi Indonesia mengambil porsi 2,3 persen sedangkan 

Brunei 2,6 persen; Malaysia 2,5 persen; Rusia 2,7 persen; Thailand 2,7 persen dan 

Vietnam 2,8 persen.  

 Besaran subsidi per individu tertinggi adalah di Brunei USD840 per orang; disusul 

Rusia USD274; Malaysia dan Thailand USD200 dan USD123. Indikator ini di Indonesia 

mencapai USD66. 21 
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 Indonesia saat ini telah menjadi net oil importer, meskipun untuk gas 
masih memiliki cadangan yang cukup untuk 50 tahun kedepan.  

 

 Untuk itu perlu diambil perubahan kebijakan energi dari kondisi saat ini 
yang menekankan pada penjualan energi untuk mendapatkan devisa 
dan pemasukan APBN, ke arah pemenuhan energi nasional.  

 

 Perlunya disusun energi balance yang komprehensif seiring target 
pertumbuhan ekonomi (saat ini kita belum memiliki energi balance). 

 

 Perlunya diambil kebijakan merubah energy policy dari pemenuhan 
target devisa ke arah security energy nasional yang akan menjamin 
ketersediaan energi secara nasional. 

 

 Kebijakan ini hendaknya juga didukung dengan pemberian insentif untuk 
energi terbaharukan, yang ramah lingkungan serta pengamanan energi 
fosil untuk masa depan. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan 
energi dari negara lain. 
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Sumber Daya Energi Primer Nasional 

Kalau Dikelola Secara Benar: Indonesia semestinya akan Bebas 
Dari Ancaman Krisis Energi. Bahkan SKA Energi Fossil/Hydrocarbon 
ini bisa menjadi sumber pendanaan yang dahsyat bagi 
Pembangunan Nasional.  

Relatif ‘Melimpah’ 

Sumber: Kurtubi, 2012 25 



Sasaran Bauran Energi Primer Nasional 2025 
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Elastisitas Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(10 persen Pertumbuhan Stok) 

*Semakin tinggi nilai elastisitas, semakin krusial 

29 



30 



Proyeksi Elastisitas Listrik Tahun 2010-2019 

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 2010-2019 

Proyeksi Rasio Elektrifikasi 

PLN menjelaskan bahwa setelah 2014, 

elastisitas total Indonesia diprediksi menurun 

karena semakin banyak konsumen listrik 

yang menggunakan peralatan dengan 

teknologi yang lebih efisien, terutama pada 

sektor industri, bisnis dan publik. 

Sementara itu rasio elektrifikasi 

listrik mencapai 90.9 persen pada 

2019 naik dari 66,1 persen pada 

2010. 

31 31 



Prakiraan Kebutuhan Listrik, Angka Pertumbuhan dan Rasio Elektrifikasi 

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2010-2019 PLN 

 Rasio elektrifikasi 

pada 2015 

diharapkan 

meningkat menjadi 

79,5 persen dengan 

fokus memacu 

pertumbuhan listrik 

di wilayah Indonesia 

Timur. 
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Sumber: Diolah dari BPS, 

2012 

Inflasi diatur 

pemerintah 

sepanjang 2006-

2012 relatif rendah; 

hanya pada 2008 

yang menembus 

level 15,99% karena 

kenaikan harga 

BBM.   
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Sumber: PLN, 2012 34 



35 



36 



                               37 37 



 Beberapa tujuan subsidi listrik adalah sebagai berikut: 

 Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga 

listrik (lebih rendah dari biaya pokok penyediaan/BPP) tenaga 

listrik pada golongan tarif tersebut.  

 

 Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung 

ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan 

masyarakat. 

 

 Pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program 

investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam 

penyediaan tenaga listrik.  
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 Pemerintah dan PLN melakukan beberapa langkah untuk 

menekan BPP tenaga listrik yaitu:  

 Program penurunan susut jaringan (losses) 

 Program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan 

melakukan optimalisasi pengguaan gas, panas bumi, 
batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) 

menjadi marine fuel oil (mfo). 

 Peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan biofuel 

dan panas bumi.  

 Dari sisi internal pemerintah juga mengupakan pembenahan 

pada PT PLN agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan 

pendanaan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dengan 
memberikan margin usaha 7 persen kepada PLN. 
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 Sepanjang 2007-2012, realisasi belanja subsidi listrik secara 

nominal mengalami peningkatan sebesar Rp31,9 triliun (naik rata-

rata 14,5 persen per tahun). Jumlah tersebut mencakup 0,8 

persen dari PDB.  

 Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut adalah  

naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih 

dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit 

listrik nasional;  

perubahan kurs dan ICP; dan  

semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang 
mencapai 167,2 tera watt hour (TWh) pada2012, 

dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2007 
sebesar 119,0 TWh 
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Asumsi penyusunan beban 
subsidi listrik 2013 yaitu: 
 
 ICP sebesar USD100,00 per 

barel; 
 nilai tukar rupiah sebesar 

Rp9.300,0 per dolar Amerika 
Serikat;  

 Penyesuaian rata-rata tarif 
tenaga listrik sekitar 15 
persen; 

 margin usaha PT PLN sebesar 
7 persen; 

 meningkatkan penjualan 
tenaga listrik; dan (6) susut 
jaringan (losses) sebesar 8,5 
persen. 

 subsidi listrik dalam RAPBN 
tahun 2013 direncanakan 
sebesar Rp80,9 triliun (0,9 
persen terhadap PDB) 
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Pada 2013, rincian subsidi energi dan energi adalah sebagai berikut:  

1. subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi 

listrik sebesar Rp80,9 triliun.  

2. Subsidi non energi adalah Rp41,4triliun yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 

triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp0,1 triliun; (4) 

subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1,2 triliun; dan 

(6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun. 
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Kewajiban Penjaminan Pemerintah 2012-2013 (Miliar Rupiah) 
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 Kebutuhan investasi pembangkit, penyaluran dan distribusi selama periode 

2010 – 2019 untuk memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan di Indonesia secara 

keseluruhan adalah sebesar US$ 97,1 milyar.  

 Terdiri dari investasi pembangkit (termasuk IPP) sebesar US$ 70,6 milyar, 

investasi penyaluran sebesar US$ 15,2 milyar dan investasi distribusi sebesar 

US$ 11,3 milyar. 

Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, 2010-2019 
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1. Model Monopoli Pemerintah 

1. Pemerintah memproduksi listrik dan menjualnya ke masyarakat (rumah tangga, 

dunia usaha, dan sektor lainnya). Pemerintah menjalankan public service 

obligation.  

2. Pemerintah biasanya mengeluarkan subsidi karena menjual listrik di bawah 

harga ekonomiannya. 

2. Model Melibatkan Swasta (Private Public Partnership) 

1. Kaijan International Energy Agency (2003) menyimpulkan perlunya mengurangi 

monopoli pemerintah dalam penyediaan listrik (melibatkan swasta). Hal ini telah 

dilaksanakan oleh negara-negara OECD.  

2. Selain alasan keterbatasan dana pemerintah juga dipengaruhi oleh efektifitas 

dan efisiensi.  

3. Syaratnya adalah harus didukung oleh iklim investasi kondusif. 

4. Meski demikian pemerintah harus menetapkan harga maksimal (price floor) 

untuk melindungi konsumen 

5. Pemerintah harus mewajibkan adanya transfer teknologi. 
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3. Model Alternatif (tukar guling) 

 Misalnya, untuk dapat berinvestasi pada sektor tertentu, investor diwajibkan 

berinvestasi listrik (minimal menyetor modal). Insentif dapat diberikan baik 

untuk ukuran fiskal maupun nonfiskal. 
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Studi Pengaruh Kenaikan Tarif Listrik Terhadap Inflasi 

Studi yang dilakukan oleh Pri Agung dan Komaidi (2010) menjelaskan 
pengaruh kenaikah TDL terhadap inflasi melalui jalur biaya produksi. 

Sumber: Pri Agung dan Komaidi, 2010 

 Studi ini menyimpulkan bahwa kenaikan TDL masing‐masing sebesar 10  

persen; 15  persen; dan 20  persen akan menambah biaya produksi 
masing‐masing sebesar 2,13  persen; 3,19  persen; dan 4,25  persen.  

 Kondisi yang demikian menjelaskan bahwa upaya memeroleh keuntungan 

yang sama (sebelum kenaikan TDL) akan direspons dengan menaikkan 
harga jual produk paling tidak masing‐masing sebesar 2,13  persen; 3,19  

persen; dan 4,25  persen. 
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Kenaikan TDL dan Inflasi 

 Merujuk pada hasil studi yang sama, kenaikan TDL pada kisaran 10 persen 

hingga 20 persen akan berpengaruh pada kenaikan inflasi. Namun akan 

terlihat pengaruh yang berbeda, tergantung model yang digunakan. Studi 

tersebut menjelaskan bahwa, kenaikan TDL 10 persen hingga 20 persen, 

melalui model FSAM (asumsi ada penurunan konsumsi lsirtik dan barang dan 

jasa jika TDL naik) akan menyebabkan naiknya inflasi pada kisaran 0,63 

persen hingga 0,70 persen.  

 Sementara jika menggunakan menggunakan WAP model (asumsi tidak 

terdapat pergeseran pola konsumsi) maka kenaikan TDL 10 persen hingga 20 

persen akan menyebabkan naiknya inflasi sekitar 0,68 persen hingga 1,36 

persen.   
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Kenaikan TDL dan Tenaga Kerja 

 Kenaikan TDL pada gilirannya memangkas tenaga kerja. Merujuk 
pada penelitian Pri Agung dan Komaidi (2010) kenaikan TDL pada 

kisaran 10 persen hingga 20 persen akan menyebabkan 

menurunnya konsumsi listrik industri 6,7 persen hingga 13,40 persen.  

 Terhadap kondisi tenaga kerja, kenaikan TDL pada level 10 persen 

hingga 20 persen berdampak pada menyusutan penggunaan 
tenaga kerja 1,17 persen hingga 2,35 persen. 
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